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ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the effect of District Own
Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund
(DAK), the remaining budget (SILPA) against expenditure allocation Capital in
District / City in East Java from the period of 2010-2014.The analytical method
used in this research is multiple linear regression assisted with Microsoft Excel
and statistical packages social sciences (SPSS) 22.0.This type of data is
secondary guantitative data from APBD Budget Realization Report and sample
in this study is 29 districts and 9 city in East Java from 2010-2014. The results
of this research are District Own Revenue (PAD) have a significant effect on
capital expenditure.General Allocation Fund (DAU) has a significant effect on
capital expenditure.Special Allocation Fund (DAK) has no influence on the
allocation of capital expenditures.The remaining budget (SiLPA) had no
influence on the allocation of capital expenditures.

Keywords: Capital Expenditure Allocation, District Own Revenue, General
Allocation Fund, Special Allocation Fund, the remaining budget.

PENDAHULUAN

UU Nomor 32 Tahun 2004 - besar kepada daerah untuk
tentang Pemerintahan Daerah  mengoptimalkan potensi yang dimiliki
mengamati bahwa daerah diberi oleh daerah tersebut, baik tentang
kekuasaan atau  wewenang ~untuk sumber daya lain yang merupakan
mengurus daerahnya sendiri dengan kekayaan daerah. otonomi daerah,
sedikit campur tangan dari Pemerintah ~ pemerintah mengharapkan  daerah
pusat. Undang-undang tersebut  tersebut lebih mandiri dan mengurangi
memberikan penegasan bahwa suatu ketergantungan kepada pemerintah
daerah  memiliki kewenangan untuk pusat dalam  segi  pembiayaan
mementukan alokasi sumber daya pembangunan daerah ataupun dalam

daerah kedalam belanja modal sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan
daerah tersebut. (Wandira:2012).

UU Nomor 33 Tahun 2004

pembiayaan keuangan daerah. Dalam
mengelola keuangan daerah yang baik
akan berpengaruh terhadap kemajuan
daerah tersebut. Pengelolaan keuangan

yang menjadi landasan utama dalam daerah  yang dilakukan  secara
pelaksanaan otonomi daerah pada ekonomis, efisien dan efektif akan
hakekatnya memberikan peluang lebih membuat  pengelolaan keuangan



didalam suatu daerah menjadi semakin
baik.

Belanja Modal berdasarkan
pada kebutuhan daerah untuk sarana
prasarana baik untuk kelancaraan
dalam pelaksanaan tugas pemerintah
atau untuk fasilitas publik. Dalam
upaya meningkatkan kualitas atas
pelayanan publik, pemerintah daerah
harusnya mengubah komposisi belanja

yang  akan digunakan. Peran
pemerintah dalam pembangunan adalah
untuk  membantu  karena  pihak

pemerintah lebih mengetahui tujuan
pembangunan yang akan dicapainya
(Wandira:2012).

Menurut  pernyataan dari
Standar Akuntansi Pemerintah No.2
(2011), belanja modal yang berarti
pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembentukan modal yang
bersifat menambah  aset  tetap,
inventaris yang memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi.

Fenomena  alokasi  belanja
modal pada Pada TA (Tahun
Anggaran) 2013 = Triwulan 1V,

Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Jawa
Timur menganggarkan 12,5 Triliun
rupiah untuk pembiayaan belanja
modalnya. Nilai tersebut  sebesar
20,06% dari total belanja yang tersedia.
Tetapi ketika serapan belanja modal
yang kurang optimal, hanya mencapai
79,18% saja atau sebesar 9,9 Triliun
rupiah saja. Dalam realisasi belanja
modal yang rendah menyebabkan
multiplier effect bagi pertumbuhan
ekonomi yang diharapkan dari jenis
belanja ini.

Porsi  belanja modal tersebut
memang sangat kecil dibandingkan
dengan belanja pegawai, tetapi ada hal
baiknya adalah Kota/Kabupaten di
Jawa Timur perlahan-lahan sudah
meningkat dalam bidang belanja modal

dan sudah mulai mengurai belanja
pegawainya. Jika pada TA 2011 hanya
sekitar 17, 68% lalu berkembang ke
tahun 2012 sebesar 19,73% dan
meningkat lagi pada tahun 2013
sebesar 20,06%.

Sedangkan yang terjadi pada
triwulan 11 tahun 2013 mengenai rasio
belanja modal di Kabupaten/ Kota di
Jawa Timur yang sebesar 17,16%.
Sebanyak 18 Kota/Kabupaten yang
menganggarkan belanja modalnya di
atas rata-rata Jawa Timur. Dari rasio
tersebut dapat dilihat kota Batu
mendapatkan rasio tertinggi sebesar
27,49% dan kemudian kota Surabaya
yang mendapatkan rasio  sebesar
25,34% lalu kota Malang mendapatkan
rasio sebesar 23,77%. Sedangkan
kabupaten Ponorogo menjadi Kota/
Kabupaten yang memiliki porsi yang
paling kecil yaitu 7,94%. Dengan
rendahnya porsi ini dapat menunjukan
bahwa pemerintah daerah belum
sepenuhnya  meperhatikan  dengan
cukup untuk pertumbuhan ekonomi di
daerah tersebut dengan menyediakan
anggaran yang signifikan untuk
pembangunan infrastruktur yang dapat
memadai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yaitu sumber pemerintahan utama dari
daerah itu sendiri yang menciptakan
infrastruktur  daerah.  Pendapatan
Alokasi Daerah (PAD) dana tersebut di
dapat dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan atau
hasil perusahaan milik daerah, serta
lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan
memberikan  kewenangan  kepada
pemerintah daerah untuk membiayai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan kemampuan potensi dari daerah
itu sendiri  sebagai  perwujudan
desentralisasi. PAD menjadi tulang



punggung Yyang digunakan untuk
membiayai belanja daerah. Penelitian
yang dilakukan oleh Liliana et
al.(2011) Hubungan antara PAD
dengan belanja modal adalah seperti
yang dikemukakan oleh Arwati (2013)
jika PAD di dalam daerah tersebut
besar  dikarenakan hasil atau
pendapatan yang dimiliki daerah
tersebut memadai pada akhirnya akan
berpengaruh pada tingkat produktivitas
masyarakat dan akan menarik investor
untuk menanam modal di daerah
tersebut yang pada akhirnya akan
menambah PAD nya. Maka jika PAD
tersebut meningkat maka belanja
modal akan ikut meningkat, begitu pula
jika PAD pada daerah tersebut rendah
maka belanja modal tersebut akan ikut
rendah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun
2004 porsi - Dana Alokasi Umum
(DAU) ditetapkan oleh pemerintah
pusat  sekurangnya  26%  dari
Pendapatan Dalam Negeri Neto yang
ditetapkan dalam APBN. Menurut
Gunantara dan Dwirandra (2014) DAU

bersumber dari dana  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang  bertujuan untuk

pengalokasian pemerataan ~keuangan
antar daerah untuk biaya kebutuhan
daerahnya dalam pelaksanaan
desentralisasi.  Jika  DAU  yang
diperoleh besar maka berpengaruh
terhadap alokasi belanja modal. Karena
jika dana yang dibutuhkan daerah
tersebut besar maka pengeluaran dan
untuk belanja akan besar pula. DAU
merupakan komponen terbesar dalam
dana perimbangan dan perannya sangat
baik dalam menciptakan pemerataan
dan keadilan antar daerah
(Febriana:2013).

Dana Alokasi Khusus (DAK)
bersumber dari dana APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan membantu mendanai
kegiatan khusus pada urusan daerah
dan prioritas dari daerah tersebut.
Pemanfaatan DAK diarahkan untuk

pembangunan, pengadaan,
peningkatan, perbaikan sarana dan
prasarana fisik pelayanan publik
dengan umur ekonomis
panjang.Dengan diarahkannya
pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK)  untuk kegiatan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan publik yang direalisasi

dalam belanja modal (Ardahani :2011).

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan
Pemerintah ~ nomor 58 tahun 2005
adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran
dalam satu periode anggaran. Jika
belanja daerah pada tahun tertentu
rendah maka otomotis SiLPA ditahun
tersebut akan besar. Maka dari itu
SiLPA berpengaruh dengan belanja

modal.  SiLPA  tahun  anggaran
sebelumnya mencakup pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan

penerimaan dana perimbangan dan
lain-lain. Selisih antara pendapatan di
satu pihak dengan belanja dan transfer
dilain pihak merupakan surplus atau
defisit. ~ Surplus  terjadi  apabila
pendapatan lebih besar dibandingkan
dengan belanja dan transfer, sedangkan

jika pendapatan lebih kecil
dibandingkan dengan belanja dan
transfer maka akan terjadi defisit

(Ardhani:2011).

Alasan penelitian tertarik untuk
melakukan penelitian ini dikarenakan
sesuai dengan fenomena yang ada
tentang pengalokasian belanja modal
yang  belum  sepenuhnya  dapat
terlaksana dengan baik dan belum
dapat memenuhi kesejahteraan publik



terutama di Jawa Timur yang memiliki
belanja modal yang cukup besar di
Indonesia.  Pengalokasian  belanja
modal yang sebelum sepenuhnya
merata dan belum memenuhi tingkat
kesejahteraan publik dikarenakan dari
faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang semakin menurun, atau Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang belum
digunakan dengan baik, atau dari sisi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) yang mengalami defisit atau
tidak adanya lebih  dalam Laporan
Realisasi Anggaran Pemerintah yang
terjadi khususnya di Kabupaten/Kota di
Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan bukti mengenai pengaruh
dari PAD, DAU, DAK serta SiLPA
terhadap alokasi belanja modal di
Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada
tahun 2010-2014.

KERANGKA TEORITIS
HIPOTESIS

DAN

Teori Fiscal Federalism

Teori Fiscal Federalism
Federalism  menjelaskan ~ tentang
penyusunan anggaran berbasis pada
kebutuhan masyarakat daerah.
penerapan desentralisasi anggaran yang
menyebabkan pemerintah daerah akan

lebih  dekat dengan masyarakat,
pemerintah mampu mengetahui
informasi  tentang kebutuhan yang

dibutuhkan oleh masyarakat di daerah
tersebut.

Teori Fiscal Federalism juga
menjelaskan tentang pemerintah daerah
mampu menjalankan anggaran daerah

yang lebih efisien dan mampu
membantu dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah.

Keefisienan anggaran bisa berjalan

dengan baik dan dapat tercapai apabila

anggaran pemerintah mampu
dijalankan  dengan  baik  sesuai
kebutuhan masyarakat. Pemerintah
pusat juga ikut ambil adil dalam
membuat  keputusan dan  besifat
bijaksana.
Teori Akuntansi Dana

Teori akuntansi dana ini
akuntansi pada organisasi nirlaba

dengan pembentukan dana-dana maka

akuntansi yang digunakan disebut
dengan  akuntansi dana  (fund
accounting). Akuntansi dana
merupakan hal yang penting bagi
organisasi  nirlaba. Kegiatan yang
dilakukan — oleh berbagai  bentuk

organisasi untuk tidak mendapatkan
keuntungan dan pada umumnya
dibiayai oleh pajak dan bantuan dari
APBN.

Teori akuntansi  dana dapat
disimpulkan bahwa akuntansi dana
(fund accounting) adalah teori yang
bisa diterapkan di pemerintah atau
sektor publik karena tidak mengambil
keuntungan atau laba sehingga bisa
berfokus pada perolehan dana dan
tujuan dana tersebut digunakan dengan
baik dan maksimal. Dengan adanya
teori akuntansi dana ini memudahkan
pemerintah dan publik karena dari
pihak pemerintah atau organisasi
nirlaba tidak mengambil keuntungan.

Belanja Modal

Belanja modal yang digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian atau pembangunan
aset tetap berwujud yang memiliki
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan. Belanja modal dapat
dikategorikan dalam 5 kategori utama
adalah: 1) Belanja Modal tanah adalah



biaya atau pengeluaran yang berfungsi

untuk pembelian/
pengadaan/pembebasan  penyelesaian,
balik nama, sewa tanah, perataan,

pematangan tanah, pembuatan setifikat
dan lainnya yang berhubungan atas
perolehan hak atas tanah. 2). Belanja
modal peralatan dan mesin adalah
biaya atau pengeluaran yang berfungsi
untuk pengadaan/ penggantian/
penambahan peningkatan kapasitas
peralatan dan mesin yang memberikan
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan sampai siap pakai. 3) Belanja
modal gedung dan bangunan adalah
biaya atau pengeluaran yang berfungsi

untuk  pengeluaran/  penggantian,
penambahan dan termasuk pengeluaran
untuk pengelolaan pengawasan
pembangunan  yang mempunyai

kapasitas siap untuk digunakan. 4)
Belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan adalah biaya atau pengeluaran
yang berfungsi untuk penggantian,
penambahan dan bersifat lain yang
membantu untuk pembangunan jalan
dan lain-lain. 5) Belanja modal fisik
lainnya adalah biaya atau pengeluaran
yang digunakan untuk penambahan/
pengelolaan/ penggantian/
peningkatan/ pembuatan serta
perawatan terhadap fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah
sumber yang dapat membiayai atau
sumber pembiayaan pemerintah daerah
dalam  menciptakan  pembangunan
daerah. Maka dari itu pemerintah pusat
mengaharapkan  agar  pemerintah
daerah bisa mengembangkan dan
meningkatkan hasil dari PAD dengan
maksimal untuk membiayai segala
pembangunan atau infrastruktur, sarana
prasarana daerah pada APBD. Semakin
baik PAD suatu daerah maka semakin

besar pula Alokasi Belanja Modalnya
(Ardhani ~ 2007).  Sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri
dari: a) Pajak daerah adalah Pajak
sendiri yang berarti iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepala daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang yang dapat
dilaksanakan berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku
untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan
daerah.b) Retribusi Daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran
atau jasa pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi dan badan. Jenis retribusi
dibagi menjadi beberapa jenis vyaitu
retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
¢) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan terdiri dari beberapa
bagian  yaitu bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan
milik daerah/ BUMD, bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan
milik pemerintan/BUMN dan bagian
laba atas penyertaan modal pada
perusahaan  milik =~ swasta  atau
kelompok usaha masyarakat. d) Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
disediakan =~ untuk ~ menganggarkan
penerimaan daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak daerah, retribusi
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dapat dipisahkan.

H1 : Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh terhadap Alokasi Belanja
Modal

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang terdapat
dari Alokasi Anggaran Belanja Negara
(APBN) yang bertujuan  untuk
pemerataan keuangan antar daerah



untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam  pelaksanaan  desentralisasi
(Halim 2002). Dalam Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi

Umum mendapatkan presentase
sebesar 26% yang sudah ditetapkan
dalam  Pemerintah  Pusat  yang

dituangkan dalam APBN.

Daerah yang memiliki DAU besar
maka kebutuhan di daerahnya pun ikut
besar, sebaliknya jika daerah yang
memiliki DAU kecil maka kebutuhan
di daerahnya pun juga kecil. jika suatu
daerah  yang  memiliki  tingkat
kemiskinan yang tinggi maka akan
diberikan DAU yang tinggi pula. Dana
Alokasi Umum akan memberikan
kepastian bagi daerah ~ dalam
memperoleh sumber pembiayaan untuk
membiayai kebutuhan = pengeluaran
yang menjadi tanggung jawab masing-
masing daerah (Rahmawati 2010).

DAU bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah
yang dimaksudkan untuk mengurangi
ketimpangan kemampuan  keuangan
antardaerah melalui penetapan formula
yang mempertimbangkan kebutuhan
potensi daerah.

DAU adalah transfer dana dari
pemerintah pusat yang memilki tujuan
untuk kegiatan tertentu, sehingga
pemerintah daerah memiliki keluasaan
untuk menggunakan dana tersebut
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
dari masing-masing daerah.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh
terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004, fungsi dari
Dana Alokasi Khusus adalah sumber
dana dari Alokasi Anggaran Belanja
Negara (APBN) yang ditujukan untuk
membantu kebutuhan dan mendanai

kegiatan yang bersifat khusus untuk
keperluan urusan daerah dan sesuali
yang diutamakan oleh  negara.
(Halim,2012:138) adanya DAK
berharap bisa mempengaruhi alokasi
anggaran belanja modal, Karena
cenderung penambahan aset tetap
terdapat dari DAK yang dimiliki oleh
pemerintah untuk peningkatan
pelayanan publik. DAK membantu

membiayai sarana prasarana Secara
khusus agar mempercepat
pembangunan  daerah dan untuk

memperlancar kegiatan daerah. Tujuan
dari DAK sendiri untuk mengurangi
beban biaya yang ditanggung oleh
pemerintah daerah.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh
terhadap alokasi belanja modal.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pemerintahan Dalam  Negri
(Pemendagri) Nomor 13 tahun 2006
yang menjelaskan selisih lebih dari
realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu tahun atau satu
periode anggaran. Terbentuknya
SIiLPA hanya jika adanya kelebihan
atau surplus pada APBD dimana
penerimaan lebih besar daripada
pengeluaran. SiLPA termasuk adalah
tolak ukur yang paling efisien karena
SILPA hanya terbentuk apabila terjadi
keuntungan/ surplus pada realisasi
APBD dan terjadinya neto yang positif.
Jika didaerah tersebut pada tahun
anggaran tertentu tingkat belanja
daerah relatif rendah maka
memungkinkan untuk  memperoleh
SiLPA vyang tinggi. Dan sebaliknya
jika jika belanja daerah itu besar maka
kemungkinan akan terjadi defisit dan
tidak ada SiLPA (Mahmudi,2007:160).
H4: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
berpengaruh terhadap alokasi belanja
modal.



PAD

DAU

DAK

SiLPA

Alokasi Belanja Modal

Gambar 1
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METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti
ingin menggunakan pengujian
hipotesis. Dalam  pengujian hipotesis
kali ini dilakukan karena bertujuan
untuk  menguji  pengaruh  dari
Pendapatan Alokasi Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Populasi penelitian ini adalah

dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.  Sampel  penelitian  ini
menggunakan  Laporan ~ Keuangan
Pemerintah Daerah Khususnya
mengenai Realisasi APBD
Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada
tahun  2010-2014. Untuk  teknik
pengambilan sampel, peneliti
menggunakan judgement sampling,
dalam  pengambilan  sampel ini
menggunakan semua Sampel dari

Pemerintahan Daerah di Jawa Timur.
Sampel yang dimaksudkan
adalah seluruh laporan keuangan di
Jawa Timur yang terdiri dari 9 Kota
dan 29 Kabupaten. Dan menggunakan
masa periode 2010-2014 atau sebanyak
5 tahun. Jadi jumlah total keseluruhan
sampel yang akan digunakan adalah
190. Terdiri dari 38 laporan keuangan
Kabupaten/Kota dan dikalikan

sebanyak banyaknya periode yaitu lima
tahun.

Identifikasi Variabel
Pada penelitian ini, penelitian

ingin menggunakan variabel
independen yang disebut dengan
variabel bebas yang terdiri dari

Pendapatan Alokasi Daerah (X1), Dana
Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi

Khusus (X3), dan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (X4).
Sedangkan varian dependen yang

disebut juga dengan variabel yang
terikat yaitu Alokasi Belanja Modal

).

Definisi Operasional Variabel

Alokasi Belanja Modal

Pengeluaran  Belanja  Modal
dilakukan untuk membentuk modal
yang sifatnya menambah aset tetap/
investaris di daerah tersebut yang
mempunyai masa manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Adapun rumus
yang digunakan untuk mengetahui
Alokasi Belanja Modal adalah:

Dt Mtt T Dt Bte AL T
beees Madst = Bdwers Tamab — Bebares Benlyten Maon = Bdeons (edens £
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Pendapatan Asli Daerah

PAD vyaitu sumber dana dari
pemerintah untuk membiayai daerah
itu sendiri yang bertujuan untuk
keperluan dan kepentingan daerah
tersebut. Rumus untuk mengitung
besarnya PAD suatu daerah adalah:

|
(DATY = Daak Tharsh < Patritos Tarth 2 Bl Danpalntenn Bakaryes vans
(PAD = Pajak Dacrah - Retribe Daerah + Hastl Pengelolzan Kelavazn vang

Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang
dialokasikan untuk tiap daerah di
Indonesia untuk dana pembangunan,
sarana prasarana dll yang dialokasikan
untk tiap periode atau tiap tahun. DAU
merupakan salah satu dari belanja
APBN dan merupakan pendapatan dari
APBD  yang  bertujuan  untuk
pemerataan kemampuan suatu daerah
dan mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka membangun daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus ditujukan
untuk pembangunan infrastruktur dan
untuk sarana Prasarana yang bersumber
dari dana APBN. Pelaksanaan DAK
yang diarahkan pada kegiatan investasi
pembangunan, peningkatan dan untuk
memperbaiki sarana prasarana. DAK
dialokasikan untuk daerah daerah
tertentu yang memerlukan perhatian
khusus dari pemerintah. Dana tersebut
digunakan untuk kepentingan suatu
daerah  sesuai dengan  prioritas
nasional/ fungsi yang telah di tetapkan
APBN.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) adalah sisa dari anggaran

tahun lalu atau tahun sebelumnya yang

ada didalam APBD tahun anggaran
berjalan. Dana sumber SiLPA berasal
dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dalam menghitung SiLPA dapat
menggunakan rumus:

SILPA = Surphus’ Defisit + Pembiayaan Neto

Teknik Analisis Data
Analisis Deskriptif

Gambaran pada variabel yang
berawal dengan melakukan
perhitungan ~ pada  variabel yang

digunakan agar dapat mempermudah
pengambilan kesimpulan. Selanjutnya
melakukan tahap pertama untuk
menguji model yang akan digunakan di
dalam  penelitian  yaitu  dengan
melakukan uji asumsi klasik yang
bertujuan untuk mendapatkan model
regresi.

Uji Normalitas

Tujuannya untuk menguji apakah
model - regresi, variabel dependen
ataupun variabel independen memiliki
distribusi normal atau tidak
mendistribusikan secara normal, maka
model regresi tersebut dapat dikatakan
sebagai model regresi yang baik.
Kesimpulan yang dapat di ambil untuk
mengetahui  apakah variabel bebas
dapat terdistribusi secara normal atau
tidak jika hasil Kolmogorov-Smirnov
(K-S) > (0,05) dan sebaliknya data
tidak terdistribusi dengan normal jika
hasil Kolmogorov-Smirnov (K-S) <
0,05.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda yang
digunakan untuk mengukur hubungan
antara kedua variabel atau lebih untuk
menunjukkan arah antara hubungan
variabel dependen dengan variabel



independen. Persamaan regresi linier

berganda yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y =a+ blX1 + b2x2 + b3X3 + b4X4
F B i (1)

Keterangan :

Y : Alokasi Belanja Modal

X1 :Pendapatan Alokasi Daerah (PAD)

X2 : Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

X4 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SIiLPA)

e : Error

Uji Hipotesis

Uji F

Uji model F ini digunakan dengan
tujuan mengetahui  model penelitian,
apakah model penelitian tersebut
dikatakan baik dan dapat dilanjutkan
pada uji hipotesis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R?)

ini bertujuan untuk mengetahui berapa
besar  variabel independen bisa
menjelaskan perubahan  variabel
dependen yang mampu menjelaskan
perubahan variabel dependen yang
dipunya oleh peneliti.

Uji t

Uji hipotesis yaitu uji t yang digunakan
untuk mendapatkan melihatkan secara
signifikan variabel independen X1, X2,
X3,X4 terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

Setelah melakukan pemilihan sampel
berdasarkan kriteria yang telah ada,
menghasilkan 38 Kabupaten / Kota di
Jawa Timur yang kemudian dikali
dengan tahun penelitian selama 5
tahun. Maka awal jumlah sampel yang
digunakan  dalam  penelitian ini
sebanyak 190 Kabupaten/Kota. Data

DAN

hipotesis yang dilakukan dengan outlier sebanyak 2, sehingga jumlah

menggunakan alat uji yaitu koefisien ~sampel data keseluruhan sampel

determinasi (R?). Koefisien determinasi ~ sebanyak 188 Kabupaten/Kota.
Tabel 1

Hasil Analisis Deskriptif

N Minimum

Maximum

Mean Std. Deviation

Alokasi Belanja

Modal 188 | 50.302

1.404.366

219.451 174.715

(Dalam Jutaan Rupiah)

Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan tabel 1 alokasi
belanja modal di Jawa Timur
memiliki nilai rata-rata atau Mean
untuk alokasi belanja modal di Jawa
Timur pada tahun 2010-2014 sebesar
Rp. 219.415.898.737,55. Sedangkan
memiliki nilai untuk standar deviasi
sebesar Rp. 174.715.163.160,22 yang
artinya data tersebut merupakan data

yang homogen. Dikatakan homogen
bila nilai  Mean lebih  besar
dibandingkan dengan nilai standar
deviasi.

kecilnya alokasi belanja modal
di kota Mojokerto dikarenakan tidak
adanya belanja tanah pada tahun 2011

dan kecilnya belanja aset tetap
lainnya. Selanjutnya untuk nilai
maximum sebesar Rp.



1.404.366.425.421 yang dimiliki pada
kota Surabaya tahun 2014, Kkota

jalan, irigasi dan jaringan yang tinggi
di kota tersebut hingga mencapai nilai

Surabaya memiliki nilai tertinggi Rp. 516.795.444.056.
dikarenakan belanja untuk perbaikan
Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif
N | Minimum | Maximum | Mean Std.Deviation

PAD 188 | 17.736 3.307.324 198.176 385.184

DAU 188 | 223.964 1.572.191 702.925 268.657

DAK 188 | 424,00 130.051 55.509 24.850

SILPA | 188 17.533 1.311.545 182.371 157.073

Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan tabel 2,
Pendapatan ~ Asli  Daerah (PAD)
memiliki rata-rata atau Mean PAD
untuk Kota/Kabupaten di Jawa Timur
pada tahun 2010-2014 sebesar Rp.

198.176.381.830,24 dan memiliki
standar  deviasi  sebesar  Rp.
385.184.267.863,13 = maka  data

tersebut dikatakan data heterogen
karena nilai dari standar deviasi lebih
besar dari nilai Mean.

Kecilnya PAD pada Kota Batu
tersebut dikarenakan hasil
pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan rendah dan membuat kota

Batu memiliki nilai terkecil dari
Kota/Kabupaten lainnya di Jawa
Timur dari tahun  2010-2014.

Selanjutnya nilai maximum_PAD
dimiliki kota Surabaya sebesar Rp.
3.307.323.863.978,50 pada tahun
2014. Besarnya nilai PAD pada kota
tersebut dikarenakan pajak daerah di
Kota Surabaya yang cukup tinggi
daripada Kota/Kabupaten lainnya di
Jawa Timur pada tahun 2010-2014.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan tabel 2, Dana
Alokasin Umum (DAU) memiliki rata-
rata atau Mean Kota/Kabupaten di
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Jawa Timur pada tahun 2010-2014
sebesar Rp. 702.925.326.766 dan
memiliki standar deviasi sebesar Rp.
268.656.728.859,04. Maka  data
tersebut dikatakan homogen karena
nilai Mean lebih besar dibandingkan
dengan standar deviasi. Nilai minimum
DAU sebesar Rp. 223.964.245.000
yang dimiliki Kota Blitar pada tahun
2010, nilai DAU tertinggi dimiliki kota
Malang pada tahun 2014 sebesar Rp.
1.572.191.571.000.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan tabel 2, Dana
Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai
rata-rata Kota/Kabupaten di Jawa

Timur pada tahun 2010-2014 sebesar
Rp. 55.509.015.468,08 dan memiliki
standar deviasi sebesar Rp.
24.850.040.400,18. Data  tersebut
dikatakan data homogen karena nilai
mean yang lebih besar daripada nilai
standar deviasi. Data tersebut tidak
memiliki data variasi yang banyak dan
data tersebut tersebar secara merata.
nilai  minimum DAK sebesar Rp.
424.100.000 yang dimiliki pada kota
Kediri pada tahun 2012. Nilai tertinggi
DAK dimiliki oleh kota Malang pada
tahun 2014 sebesar Rp.
130.050.580.000.



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA)

Berdasarkan tabel 2, Sisa Lebih
Perhitungan ~ Anggaram  (SiLPA)
memiliki nilai rata-rata atau Mean pada
Kota/Kabupaten di Jawa Timur pada

tahun  2010-2014  sebesar  Rp.
182.370.542.8145 dan  memiliki
standar deviasi sebesar Rp.
157.073.276.090,3.  Data  tersebut

dikatakan data homogen karena data
tersebut mendapatkan nilai Mean yang

Memiliki  minimum  SiLPA
sebesar Rp. 17.532.560.159,4 yang
dimiliki oleh kota Mojokerto pada
tahun 2010. Terjadinya nilai minimum
di kota Mojokerto di tahun 2010
dikarenakan terjadinya defisit pada
tahun tersebut. nilai maximum atau
nilai tertinggi SiLPA dimiliki oleh kota
Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp.
1.311.544.540.066,9. Terjadinya nilai
tertinggi di kota Surabaya pada tahun
2014  dikarenakan kota Surabaya
memiliki keuntungan dan pembiayaan

lebih  besar daripada nilai standar = petq yang besar.
deviasi. Data tersebut tidak memiliki
data variasi yang banyak dan data
tersebut tersebar secara merata.
Hasil Uji Kelayakan Model
Tabel 3
B Sig.
(Constant) -12.535.899.765,46 | 0,371
PAD 0,305 0,000
DAU 0,254 0,000
DAK -0,272 0,337
SiLPA 0,046 0,490

Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel diatas menunjukan bahwa t
hitung sebesar 12,656 dengan nilai
signifikan 0,000. Diketahui bahwa nilai
signifikan kurang dari 0,05 (0,000 <
0,005), sehingga Ho ditolak dan H1
diterima. maka dapat disimpulkan
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh  signifikan  terhadap
alokasi belanja modal. Semakin tinggi
PAD dalam suatu daerah, maka alokasi
belanja modal yang dilakukan akan
meningkat atau memiliki hubungan
yang positif.

Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan tabel diatas nilai t hitung
sebesar 8,097 dengan nilai signifikan
0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan
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lebih dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga
Ho ditolak dan H2 diterima. Maka
dapat  disimpulkan bahwa Dana
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
signifikan terhadap alokasi belanja
modal. Semakin tinggi DAU dalam
suatu daerah, maka alokasi belanja
modal yang dilakukan akan meningkat
atau memiliki hubungan positif.

Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan tabel diatas nilai t hitung
-0,963 dengan nilai signifikan 0,337.
Diketahui bahwa nilai signifikan lebih
0,05 (0,337 > 0,05) , sehingga Ho
diterima dan H3 ditolak. Maka dapat
disimpulkan  bahwa Dana Alokasi
Khusus (DAK) tidak berpengaruh
signifikan terhadap alokasi belanja



modal. Semakin tinggi DAK dalam
suatu daerah, maka alokasi belanja
modal yang dilakukan akan menurun
atau memiliki hubungan negatif.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sesuai dengan tabel diata nilai t hitung
0,692 dengan nilai signifikan 0,490.
Diketahui bahwa nilai signifikan lebih
dari 0,05 (0,490 > 0,05), sehingga Ho
diterima dan H3 ditolak. Maka dapat
disimpulkan  bahwa Sisa  Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak
berpengaruh terhadap alokasi belanja
modal.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Terhadap Alokasi Belanja
Modal
Berdasarkan hasil analisis  regresi

berganda menunjukkan bahwa PAD
berpengaruh positif terhadap alokasi
belanja modal. Sehingga H1 diterima
dan HO ditolak. Hal ini dapat dilihat
pada sampel data = Kabupaten
Banyuwangi yang mengalami
peningkatan PAD pada tahun 2010 dan
2011 sebesar 25 persen. Alokasi
belanja modal pada Kabupaten
Banyuwangi meningkat pula sebesar
82 persen. Hal tersebut dikarenakan
apabila suatu pendapatan daerah
meningkat maka kesempatan untuk
mengalokasian  anggaran  terhadap
belanja modal daerah juga akan
meningkat, karena dana yang dimiliki
untuk belanja modal cukup besar pula.

Tujuan dari PAD adalah
memberikan wewenang kepada
pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah tersebut.
Secara teori besarnya PAD dapat
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mempengaruhi alokasi belanja modal.
Hal tersebut dapat ditunjukan dengan
penerimaan PAD yang tinggi maka
pemerintah daerah akan memiliki dana
yang cukup besar pula untuk
dialokasikan kedalam alokasi belanja
modal, maka peningkatan PAD dapat
diartikan bahwa di dalam suatu daerah
yang memperoleh PAD yang cukup
besar maka semakin besar pula alokasi
belanja modal di daerah tersebut.

Hasil ini  searah  dengan
penelitian Sukmawati et al (2016),
Febriana (2015) dan Mawarni (2013)
yang menyatakan bahwa PAD
berpengaruh positif signifikan terhadap
alokasi  belanja "'modal. Sedangkan
berbanding terbalik dengan penelitian
Wandira (2013) yang menyatakan

bahwa PAD tidak berpengaruh
signifikan terhadap alokasi belanja
modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU) Terhadap Alokasi Belanja
Modal

Berdasarkan hasil analisis regresi

berganda menunjukkan bahwa DAU
berpengaruh terhadap alokasi belanja
modal. Sehingga H2 diterima dan HO
ditolak. Hal ini dapat dilihat dari
sampel data yaitu Kota Surabaya pada
tahun 2011 hingga 2012 mengalami
peningkatan pada DAU sebesar 20
persen dan mengalami peningkatan
pula pada alokasi belanja modal
sebesar 68 persen. Hal tersebut
dikarenakan unsur dari alokasi dasar
yaitu gaji pegawai negeri sipil di Kota
Surabaya pada tahun 2010-2011
meningkat dan unsur dari celah fiskal
yaitu kebutuhan daerah dan potensi di
Kota Surabaya ikut meningkat maka
dari itu jika kebutuhan daerah
meningkat alokasi belanja modal juga



ikut meningkat. DAU akan mendorong
pengeluaran daerah yang besar juga
dalam membiayai kegiatan pemerintah
daerah. Semakin besar DAU pada
daerahnya maka akan besar pula
alokasi belanja modalnya.

DAU juga memiliki tujuan
untuk kegiatan tertentu, sehingga
pemerintah daerah memiliki keluasaan
untuk menggunakan dana tersebut
sesuai dengan kebutuhan dari daerah
tersebut. Hal tersebut ditunjukkan pada
teori yang menyebutkan bahwa Daerah
yang memiliki DAU besar maka
kebutuhan di daerah pun ikut besar dan
belanja modal pun ikut besar. Hal
tersebut menyatakan bahwa semakin
besar DAU maka semakin besar pula
alokasi belanja modal pada suatu
daerah.

Hasil ini searah dengan peneliti
Febriana (2013), Mayasari (2014) dan
Haryanto (2013) yang menyatakan
bahwa DAU berpengaruh positif
terhadap alokasi ~ belanja  modal.
berbanding terbalik dengan penelitian
Purbarini (2015) dan Mawarni (2013)
yang menyatakan bahwa DAU tidak
berpengaruh terhadap alokasi belanja
modal.

Pengaruh Dana  Alokasi Khusus
(DAK) Terhadap Alokasi Belanja
Modal

Berdasarkan hasil analisis regresi

berganda menunjukkan bahwa DAK
tidak berpengaruh terhadap alokasi
belanja modal. Sehingga HO diterima
dan H3 ditolak. Hal ini dapat dilihat
dari sampel data yaitu pada tahun
2012-2013 di Kabupaten Malang yang
mengalami penurunan DAK sebesar
lima (5) persen dan mengalami
penurunan pula pada Alokasi Belanja
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Modal sebesar enam (6) persen. Selain
itu pada Kota Kediri tahun 2012-2013
yang mengalami peningkatan pada
DAK sebesar 69 persen dan mengalami
penurunan pada alokasi belanja modal
sebesar 32 persen. Hal tersebut
dikarenakan bahwa daerah
mengalokasikan DAK bukan untuk
membiayai belanja modal hal ini sesuai
dengan peruntukan DAK karena ini
merupakan dana yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah  untuk  membiayai  atau
pembiayaan dari pengeluaran daerah
yang bersifat khusus. DAK hanya
untuk  membiayai pada bidang
kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi
dan lainnya yang tidak memerlukan
dana yang cukup besar, sedangkan
berbeda halnya dengan belanja modal
yang memerlukan dana yang cukup
besar. Maka dapat disimpulkan bahwa
besar atau kecilnya DAK tidak dapat
mempengaruhi alokasi belanja modal.

Tujuan dari DAK sendiri untuk
mengurangi-  beban  biaya yang
ditanggung oleh pemerintah daerah.
DAK adalah sumber dana dari APBN
yang dialokasikan untuk membantu
membiayai kebutuhan yang bersifat
khusus. Pengalokasian DAK
memperhatikan ketersedian dana dalam
APBN yang berarti DAK tidak bisa
dipastikan setiap tahunnya.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA) Terhadap
Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  analisis

regresi berganda menunjukkan bahwa
SiLPA tidak berpengaruh terhadap
alokasi belanja modal. Sehingga HO
diterima dan H4 ditolak. Hal ini dapat
dilihat dari sampel data pada
Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-



2014 terjadi penurunan pada SiLPA
sebesar 36  persen.  Mengalami
peningkatan pada alokasi belanja
modal sebesar 22 persen. Hal lain
terjadi di Kabupaten Pacitan pada
tahun 2013-2014 yang mengalami
peningkatan SiLPA sebesar 80 persen
dan terjadi penurunan Alokasi Belanja
Modal sebesar 50 persen di tahun
tersebut. Hal tersebut karena SiLPA
tidak selalu ada pada laporan APBD,
SiLPA hanya terjadi jika ada surplus.
SiLPA  tahun  sebelumnya yang
merupakan penerimaan biaya Yyang
digunakan untuk menutupi defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih  kecil dibandingakan dengan
realisasi belanja dan untuk membiayali
kewajiban lainnya yang hingga akhir
tahun anggaran  belum  sempat
terselesaikan. SiLPA tidak digunakan
untuk = membiayai alokasi belanja
modal di tahun berikutnya, karena
SiLPA digunakan untuk menutupi
defisit anggaran  apabila realisasi
pendapatan di daerah tersebut lebih
kecil daripada realisasinya serta untuk
mendanai  kewajiban  lainnya yang
sampai pada akhir tahun anggarran
belum dapat terealisasi. Maka dapat
disimpulkan jika SiLPA naik atau turun
maka tidak mempengaruhi alokasi
belanja modal.

Terbentuknya SiLPA hanya jika
adanya kelebihan atau surplus pada
APBD dimana penerimaan lebih besar
daripada pengeluaran. Ada atau
tidaknya SiLPA dapat dilihat dari besar
atau kecilnya tingkat belanja yang
lakuakan pada daerah tersebut. Jika
daerah tersebut pada tahun anggaran
tingkat belanja relatif rendah maka
untuk memperoleh SiLPA akan cukup
besar begitu pula sebaliknya.
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KESIMPULAN, KETERBATASAN
DAN SARAN

Penelitian  ini  Dbertujuan  untuk
mengetahui pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) terhadap Alokasi Belanja
Modal di Kabupaten/ Kota di Jawa
Timur. Data yang digunakan adalah
data Realisasi APBD yang terdapat dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
perwakilan Jawa Timur dan website
DJPK. Total sampel yang digunakan
peneliti adalah 190 selama tahun 2010-
2014. Teknik pengujian hipotesis yang
digunakan peneliti adalah uji regresi
linier berganda yang terdiri dari uji
model F, koefisien determinasi (R?),
dan uji t. Ketiga uji tersebut
memeberikan hasil yang dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan angka signifikan dapat
disimpulkan  bahwa @ PAD
berpengaruh signifikan
terhadap  alokasi  belanja
modal dengan arah positif
yang artinya bahwa semakin
tinggi PAD, maka semakin
tinggi pula Alokasi belanja
modalnya. Hal tersebut
dikarenakan apabila suatu
pendapatan daerah meningkat
maka alokasi belanja modal
daerah tersebut meningkat
karena dana yang dimiliki
untuk belanja modal cukup
besar.

2. DAU Dberpengaruh signifikan
terhadap  alokasi  belanja
modal dengan arah positif
artinya semakin besar DAU di
daerah tersebut maka semakin
besar pula alokasi belanja
modalnya. Karena DAU akan



3. DAK

mendorong pengeluaran
daerah yang besar juga dalam
membiayai kegiatan
pemerintah daerah. Semakin
besar DAU pada daerahnya
maka akan besar pula alokasi
belanja modalnya.

tidak berpengaruh
terhadap  alokasi  belanja
modal artinya besar atau

kecilnya DAK tidak dapat
mempengaruhi alokasi belanja

modal  karena daerah
mengalokasikan DAK bukan
untuk membiayai  belanja

modal hal ini sesuai dengan
peruntukan DAK karena ini

merupakan dana yang
diberikan oleh = pemerintah
pusat  kepada  pemerintah

daerah untuk membiayai atau
pembiayaan dari pengeluaran
daerah yang bersifat khusus.
DAK hanya untuk membiayali
pada  bidang kesehatan,
infrastruktur jalan, irigasi dan
lainnya yang tidak
memerlukan dana yang cukup
besar, sedangkan berbeda
halnya dengan belanja modal
yang memerlukan dana yang
cukup besar.

4. SiLPA tidak berpengaruh pada

alokasi belanja modal artinya
besar atau kecilnya SiLPA
tidak mempengaruhi alokasi
belanja modal karena SiLPA
tidak selalu ada pada laporan
APBD dan SiLPA terjadi jika
hanya terjadi surplus dan
digunakan untuk membiayai
kewajiban lainnya yang di
tahun  sebelumnya  belum
sempat terselesaikan. Tidak
digunakan untuk membiayai
alokasi belanja modal di tahun
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berikutnya, karena SiLPA
digunakan untuk menutupi
defisit ~ anggaran  apabila

realisasi pendapatan di daerah
tersebut lebih kecil daripada
realisasinya.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan terdapat beberapa
keterbatasan yaitu peneliti  hanya
menggunakan populasi di

Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan
adanya kesulitan dalam merumuskan
beberapa komponen variabel DAU dan
DAK.

Saran

Adapun saran Dari keterbatasan serta
kekurangan yang ada pada penelitian
saat ini, maka peneliti memiliki saran
untuk peneliti selanjutnya agar dapat
dijadikan referensi, yaitu :

1. Untuk pengembangan penelitian
selanjutnya diharapkan peneliti
menggunakan populasi yang lebih
luas yaitu diluar Kabupaten/Kota
di Jawa Timur.

Diharapkan peneliti selanjutnya
dapat mencari rumus dalam
komponen variabel Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK).
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